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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 
4421 ) ;  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4685); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun . 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712) ;  

10 .  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



1 1 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi Nomor 4578); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nornor 3 10 ) ;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 508); 



le\ 
� j  

2 1 .  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 92); 

23. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MJNAHASA TENGGARA NOMOR 49 

TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2016. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal2 

Ringkasan Penjabaran APBD setelah Pergeseran Anggaran antar rincian obyek dan antar obyek belanja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal3 

1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, III, IV dan V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2) Rekapan Pergeseran Anggaran antar rincian obyek dan antar obyek belanja dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Penjabaran APBD setelah Pergeseran Anggaran antar rincian obyek dan antar obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
J<abupaten Minahasa Tcnggara. 

I 

No Pcne:olah Ket 

1. Kasubid Pcnvu:.unan An nran 
•• 

2. Kabid An nran 

3. Sckrctais BPKBMD 
/ 

' 
Kab:w Hukum dan Perundang-undangan 

' 5 Kaban BPKBMD t / 

6 A:.s Adnnustrasr Umum 
-' 

7 Sckrctans Dacrnh 

8. Wakrl Bunatl '., 

9 Bupnn Mohon umk 

d,tandarnrwani 

Ditetapkan di Ratahan 
Pada tanggal II 4PRlL 20]6 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

' JAMES SUMENDAP 
Diundangkan di Ratahan 
Pada tanggal II 4Pl?lL 2016 

SEKRETARIS DAERAH, KABUPATE[:AHASA TENGGARA, 
FARRY FREYKE LIWE 
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 292 



Perbup APBD TA 2016 

Nomor : lb "f'AHt,.N "l.olb 
Tanggnl · I! Af'RIL '2.0{b 

Lamplran I 

• 
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 

RINGKASAN PENJABARAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2016 

NOMOR URAIAN JUMLAH 
URUT ' 

1 2 3 

I PENDAPATAN 765. 995.355.123,00 
I .  I  PENDAPATAN ASU DAERAH 13.072.300.000,00 

�-- -- -- -- 

l . l . I Pendapatan Pajak oeeren 3.033.000.000,00 
l . 1 . 2 Has,! Retribusi Daerah 539 300.000,00 
l . l .  "I  Lain·lain Pendapatan Asli Daerah yang 5ah 9.500.000.000,00 

-- -- - -- --- 

I .  2  DANA PERIMBANGAN 657.167.528.160,00 
� -- - - - - - - -  

I .  2  .  I  Bagi Has11 Pajak,/Bagi Has1I Bukan PaJak 17.368.017.000,00 
I . 2 . 2  Dana Alo!c.as, Umum 413 040.720.000,00 
I .  2  3  Dana Alo!c.as1 Khusus 226.758.791.' 160,00 

-- --- --- - -- - 

I . 3 LAIN·LAIN PENOAPATAN DAERAH YANG SAH 95.755.526 963,00 
� - -  -- -- -- 

I . 3  .  3  Dana Sag, Hasi1 Pajak dari Provins, dan Pcmerintah Daerah Lainnya 14.397.603.963,00 
I .  3 .  7  Dana Desa 61.357 923.000,00 

- 

2 BEi.ANJA 769.3"15.355.123,0� .J 

2 .  I  BEi.ANJA llDAK LANGSUNG 372.184.234.837,00 
t-- -  -- -- -- - 

2 .  1  .  1  Belania Pegawa, 263. 760.632.026, 60 
2 .  1  .  4  Bclarqa H1bah 6.309.000.000,00 
2 . 1 . 5  6elanja Bantuan Sosial 150.000.000,00 
2 .  I .  7  Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan 101.614.602.810,40 

Partar Polilrlc. 
2 .  I  . 6  Belanja Tidak Terduga 350.000.000,00 

� - -- -- - 

2 . 2  BELANJA LANGSUNG 397.161.120 286,00 
� -- -- -- -- 

2 . 2 . l  Belama Pegawal 16.337.390.000,DO 
2 . 2 . 2  Belaoja Barang dan Jasa m 47L967.7'16,00 
2 . 2 . 3  BelanJa Modal 269.351.762.540,00 

SURPLUS / (DEFISIT) (3 350.000.000,00) 

3 PEMBIAYAAN DAERAH 

3 .  I  PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.350.000.000,00 
-- -- - - 

3 .  I  .  I  Slsa Lebrh Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 6 350.ooo.ooo,of 
- - -  -- -- -- 

3 .  2  PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.000.000.000,00 
-- -- - -- - - 

3 . 2  . 2  Penyertaan Modal (Investasr) Pemenntah Oaerah 3 000.000.000,00 

PEMBIAYAAN NETTO 3 350.000.000,00 

SlSA LEBIH PEMBlAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 

Ratahan, 1, AfRI L 
2016 

BUPATI 

-d ' ..... 

JAMES SUMENDAP 

IUNGl(ASA/1 P€tUA.6ARAN ;.POO 


